


BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Nias Utara pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Adapun Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, diuraikan sebagai berikut :

3.1.  	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah ditunjukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

3.1.1. 	Kondisi Ekonomi sampai Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2016
· Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan menunjukkan adanya dinamika. Pada tahun 2013 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1.618.487,12 (juta) dan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp 1.812.705,57 (juta). Sementara PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 mencapai Rp. 553.636,78 (juta) dan diperkirakan pada tahun 2016 mencapai Rp 658.844,66 (juta).
· PDRB Perkapita
Perkembangan hasil-hasil pembangunan dapat dilihat dari indikator kinerja PDRB Perkapita Atas dasar Harga Berlaku (HB) dan Atas Dasar Harga Konstan (HK). Perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) mengalami peningkatan dari Rp. 10.968.554,25 pada tahun 2012 menjadi Rp. 12.311.350,84 tahun 2013 perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Hk) mengalami peningkatan dari Rp. 4.251.353,62 pada tahun 2012 menjadi Rp. 4.474.674,71 tahun 2013,  dan dipoyeksikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.788.712,94 PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan sebesar Rp. 5.011.635,68 PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Hk).


· Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Utara dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mencapai 6,25 maka diperkirakan pada tahun 2016 sebesar 7,00 persen.

· Tingkat Inflasi
Salah satu analisis kinerja pembangunan ekonomi di kabupaten adalah perubahan harga barang dan jasa (inflasi). Di Kabupaten Nias Utara target pencapaian laju inflasi tahun 2014 di Kabupaten Nias Utara diasumsikan mengalami penurunan yaitu 4,8 persen dibandingkan asumsi tahun 2013 sebesar 4,9 persen. dan diperkirakan pada tahun 2017 mencapai 4,5 persen.

· Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Nias Utara  diasumsikan mengalami penurunan tahun 2013 sebesar 3,39% dan diperkirakan pada tahun 2017 mengalami penurunan 2,50%.

· Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah diberbagai Negara. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Utara diharapkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Target pencapaian angka kemiskinan diasumsikan pada tahun 2014 sebesar 29,49% dan diperkirakan pada tahun 2017 sebesar 25,05%.

· Sumbangan Sektoral
Sumbangan sektoral atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Untuk sektor pertanian mengalami penurunan yakni dari 69,00 persen pada tahun 2013 menjadi 78,18 persen pada tahun 2016 (perkiraan), sektor jasa mengalami peningkatan dari 5,45persen menjadi 6,10 persen, sektor bangunan meningkat dari 4,20 persen menjadi 4,70 persen, sebagaimana tabel berikut:




Tabel 3-1.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Nias Utara Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)

	No
	Lapangan Usaha/Sektor
	Atas Dasar Harga Berlaku dalam %

	
	
	2013**)
	2014R
	2015R
	2017

	1
	Pertanian
	69,80
	75,39
	78,18
	..........

	2
	Pertambangan dan Penggalian
	3,67
	3,96
	4,11
	........

	3
	Industri Pengolahan
	0,75
	0,81
	0,84
	........

	4
	Listrik, Gas, dan Air Bersih
	0,25
	0,27
	0,28
	........

	5
	Bangunan
	4,20
	4,53
	4,70
	........

	6
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	7,49
	8,09
	8,39
	........

	7
	Pengangkutan dan Komunikasi
	2,54
	2,74
	2,84
	........

	8
	Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan
	5,85
	6,32
	6,55
	........

	9
	Jasa-jasa
	5,45
	5,88
	6,10
	........

	 
	PDRB Kabupaten Nias Utara**)
	100,00
	100,00
	100,00
	



Sumber Data: Buku PDRB Kabupaten Nias Utara dan RPJMD Kab. Nias Utara 2011-2016
R ) Angka Proyeksi
** ) Angka Sangat Sementara


3.1.2  	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016  dan Tahun 2017

	Tantangan utama yang akan dihadapi Kabupaten Nias Utara pada tahun-tahun mendatang terkait dengan pembangunan perekonomian daerah berdasarkan analisis kondisi internal dan juga kondisi eksternal adalah bagaimana mengoptimalkan aktivitas produksi masyarakat, untuk menopang perekonomian daerah. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi merupakan tantangan cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih ditambah tingkat inflasi yang masih tinggi yang berimplikasi pada daya beli masyarakat yang masih rendah sehingga lebih jauh berdampak pada melemahnya investasi swasta dan masyarakat. Serta  Penguatan Struktur Ekonomi. Berkaitan dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergambar pada tingkat pendapatan perkapita, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus dicapai dengan penguatan struktur ekonomi, dimana peranan sektor pertanian lebih dioptimalkan dengan tetap memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang mempunyai daya ungkit.Tantangan dimaksud antara lain mencakup : 
a.	Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam semua bidang kehidupan masyarakat;   
b. 	Bagaimana upaya pemerintah daerah menjaga agar iklim investasi didaerah semakin meningkat  sehingga memiliki daya saing.
c.	Bagaimana upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pendidikan, kesehatan masyarakat.
d.	Bagaimana upaya pemerintah untuk penerapan teknologi dalam mengembangkan dan memberdayakan sektor-sektor unggulan daerah
e.	Bagaimana upaya mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur strategis yang 	dimiliki untuk mendukung berbagai aktivitas perekonomian daerah;
f.	Bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja dan menggulangi kemiskinan
g.	Bagaimana upaya pemerintah mendorong dunia usaha untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk
h.	Bagaimana upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah , khususnya yang terisolir masih.

Prospek perekonomian daerah secara bertahap akan mengalami kondisi yang lebih baik, seiring makin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional. Prospek perekonomian Kabupaten Nias Utara diproyeksikan masih bertumpu pada sektor pertanian,perkebunan, perikanan dan kelautan sebagai leading sector  perekonomian daerah serta didukung oleh sektor pariwisata . Permintaan akan produk-produk primer pertanian seperti karet, kopra, kakao, dan hasil-hasil perikanan, diperkirakan akan mengalami peningkatan.  Kondisi infrastruktur strategis yang sangat memadai diharapkan akan mampu mendorong peningkatan produksi produk-produk primer pertanian dan perikanan yang lebih signifikan. Serta kondisi infrastruktur menuju lokasi wisata yang layak juga dapat mendorong peningkatan perekonomian Kabupaten Nias Utara. 
 
3.2. 	Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Tahun Anggaran 2016 Estimasi Pendapatan Asli Daerah diprediksi ± Rp. ........................,-,- terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2015 diproyeksikan ± sebesar Rp. ........................,- sementara Dana Alokasi Khusus diperkirakan ± sebesar Rp. Rp. ........................,-,-. Demikian juga halnya Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah diprediksi ± sebesar Rp. Rp. ........................,-,-  yang terdiri dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Dengan demikian kapasitas sumber penerimaan daerah untuk anggaran pendapatan daerah pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. Rp. ........................,-.-.  Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah tersebut ditempuh kebijakan di bidang pendapatan daerah Kabupaten Nias Utara sebagai berikut:
1. Menyiapkan kerangka kebijakan serta pengembangan kekuatan dan peluang daerah dalam sisi pendapatan jangka menengah dan jangka panjang;
2. Sosialisasi secara berkelanjutan pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka bagi kelanjutan pembangunan;
3. Pengawasan secara optimal terhadap sistem pandapatan;
4. Optimalisasi itensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
5. Penataan dan pendataan objek dan subjek PAD dan PBB.
6. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan pengawasan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan.
9. Meningkatkan koordinasi secara sinergis antar SKPD di bidang pendapatan daerah.
10. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanakan dana perimbangan.
11. Penegakan Peraturan Daerah dalam memberhasilkan PAD.                                                                                          

3.2.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

	Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.  Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. Rp. ........................,-.- yang bersumberkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)  Tahun Anggaran 2015.
Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2016 adalah:

1) Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), baik dari sisi pendapatan maupun dari efisiensi belanja.
2) Membuka kemungkinan alternatif sumber lain penerimaan pembiayaan yang dapat dikembangkan, seperti: pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Pada tahun 2016, anggaran belanja daerah Kabupaten Nias Utara secara umum diperkirakan sangat terbatas dengan alokasi pada Pos Belanja Pegawai Belanja Hibah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Pos Belanja Bantuan Sosial.

Dengan memperhatikan ketentuan yang meregulasi prinsip-prinsip belanja daerah, kebijakan belanja daerah Kabupaten Nias Utara untuk Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk:
1. Belanja daerah diminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan masyarakat dengan melakukan efisiensi belanja.
2. Belanja daerah dilakukan berdasarkan analisis khusus untuk permasalahan gender, anak, ibu hamil, pendidikan, ekonomi kerakyatan, birokrasi, asuransi sosial pensiun, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nias Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk mewujudkan akuntabilitas perencanaan anggaran, sehingga dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, oleh karena itu penyusunan belanja daerah lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung) daripada belanja tidak langsung.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Nias Utara.
6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
7. Belanja daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost.
8. Menyediakan dana pendamping bagi kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan.
10. Belanja daerah diarahkan kepada prioritas pembangunan fasilitas dasar yaitu:
a) Percepatan pembangunan infrastruktur.
b) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
c) Peningkatan kualitas kesehatan.
d) Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

3.2.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah



Beberapa komponen pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 60 ayat (2) adalah: (1) pembentukan dana cadangan; (2) Penyertaan modal pemerintah daerah; (3) pembayaran pokok utang; dan (4) pemberian pinjaman.

Untuk Tahun Anggaran 2016, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tidak dialokasikan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki. 
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